
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah dalam lingkungan Provinsi 
Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang 
Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3298); 

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4132), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 
tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 115); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

BUPATI KARANGANYAR, 
a. bahwa guna ketertiban dan kelancaran penyaluran dana 

biaya operasional sekolah bagi sekolah swasta/ 
madrasah maka perlu menyederhanakan mekanisme 
hi bah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati 
Karanganyar Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

TENT ANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 10 TAHUN 2014 

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL 
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

NOMOR .;ll TAHUN 2015 

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR 

BUPATIKARANGANYAR 
PROVINSI JAWA TENGAH 



5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Reublik 
Indonesia Nomor 5234); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang 
Pelaksanaan U ndang-U ndang N omor 8 Tahun 1985 
tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 10986 Nomor24, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 
Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 
Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 



Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar 
Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah 
Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten 
Karanganyar Tahun 2014 Nomor 10) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 
Karanganyar Nomor 10 Tahun 2014 ten tang Pedoman 
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Serita Daerah 
Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 24) diubah 
sebagai berikut: 

Pasall 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 10 TAHUN 
2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN 
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

MEMUTUSKAN: 

16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 ten tang Perubahan 
Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 
2010 ten tang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Norn or 33 Tahun 2012 
ten tang Pedoman Pendaftaran Organisasi 
Kemasyarakatan di lingkungan Kementerian Dalam 
Negeri dan Pemerintah Daerah; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 
Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7). 

Menetapkan 



Daerah yang selanjutnya 
perangkat daerah pada 

selaku pengguna 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar; 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat 

Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah; 

3. Bupati adalah Bupati Karanganyar; .. 
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban 

daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan 
daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk 
didalamnya segala ben tuk kekayaan yang 
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah 
terse but. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana 
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah 
daerah dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah, clan 
ditetapkan dengan peraturan daerah. 

6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang 
selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan 
kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai 
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan 
bertindak sebagai bendahara umum daerah. 

7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang 
selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat 
daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan 
pengelolaan APBD. 

8. Satuan Kerja Perangkat 
disingkat SKPD adalah 
pemerin tah daerah 
anggaran / barang. 

9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan 
keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh 
sekretaris daerah yang mempunyai tugas 
menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala 
daerah dalam rangka penyusunan APBD yang 
anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, 
PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. 

10. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya 
disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan 
anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar selaku 
Bendahara Umum Daerah. 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

diubah dan 
sehingga Pasal 1 

1. Ketentuan Umum Pasal 1 
ditambahkankan 1 (satu) angka baru, 
berbunyi sebagai berikut : 



11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya 
disingkat RKA-SKPD adalah dokumen per~ncanaan 
dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan 
anggaran SKPD. 

12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang 
selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan 
dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Karanganyar selaku Bendahara Umum Daerah. 

13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang 
selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan 
dokumen yang memuat pendapatan dan belanja 
setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar 
pelaksanaan oleh pengguna anggaran. 

14. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari 
pemerintah daerah kepada pemerintah atau 
perneriritah daerah lainnya, perusahaan daerah, 
masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang 
secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, 
bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak 
secara terus menerus yang bertujuan untuk 
menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan 
daerah. 

15. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa 
uang/barang dari pemerintah daerah kepada 
individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat 
yang sifatnya tidak secara terus menerus dan 
selektif yang bertujuan untuk melindungi dari 
kemungkinan terjadinya resiko sosial. 

16. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya 
disingkat dengan BOS adalah dana yang digunakan 
terutama untuk biaya non personalia bagi satuan 
pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib 
belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai 
beberapa kegiatan lain sesuai ketentuan perundang­ 
undangan. 

1 7. Resiko sosial adalah kejadian a tau peristiwa yang 
dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan 
sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, 
kelompok dan/ a tau masyarakat sebagai dampak 
krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena 
alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan 
belanja Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan 
tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. 

18. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya 
disingkat NPHD adalah naskah perjanjian Hibah 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan 
penerima Hibah. 



Pasal 22A 
(1) Ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (4) dan 

ayat (5), dikecualikan untuk Hi bah berupa uang 
yang merupakan dana BOS bagi sekolah swasta / 
Madrasah. 

(2) Pertanggungjawaban atas pemberian Hibah berupa 
uang yang merupakan dana BOS meliputi: 
a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati; 
b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar 

penerima hibah; 
c. Pakta Integritas dan Surat Pernyataan Tanggung 

Jawab dari penerima hibah; dan 
d. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa 

uang atau bukti serah terima barang/jasa atas 
pemberian hibah berupa barang/jasa. 

(3) Format Pakta Integritas dan Surat Pernyataan 
Tanggung Jawab sebagaimana tersebut pada 
Lampiran Peraturan Bupati ini. 

3. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan Bagian baru 
yaitu Bagian Kelima yang memuat 1 (satu) pasal baru 
yaitu Pasal 22 A , sehingga Pasal 22 A berbunyi sebagai 
berikut: 

Bagian Kelima 
Biaya Operasional Sekolah 

Pasal 5 
Hibah dapat diberikan kepada: 
a. pemerintah; 
b. pemerintah daerah lainnya; 
c. dihapus; 
d. dihapus; 
e. dihapus; 
f. badan usaha milik negara atau badan usaha milik 

daerah; dan/atau 
g. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan 

yang berbadan hukum Indonesia. 

2. Pasal 5 huruf c, d dan e dihapus dan ditambahkankan 2 
(dua) huruf baru, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai 
berikut: 

19. Pernerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat 
Desa sebagai unsur penyelenggara pernerintahan 
desa. 

20. Organisasi kernasyarakatan adalah organisasi yang 
dibentuk oleh anggota rnasyarakat warga negara 
Republik Indonesia secara sukarela atas dasar 
kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan 
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk 
berperan serta dalam pembangunan dalam rangka 
rnencapai tujuan nasional dalarn wadah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan 
Pancasila termasuk organisasi non pemerin tahan 
yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan 
ketentuan perundang-undangan. 

I 
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SAMS I 
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2015 NOMOR 1t 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KARANGANYAR 

Diundangkan di Karanganyar 
pada tanggal .. l.~. t-4o.ret ~c,tc; 

JULIYATMONO 

ttd 

Ditetapkan di Karanganyar 
pada tanggal .\~.~oret .;)OU' 

BUPATI KARANGANYAR, 

Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar. 

Pasal II 

•. 


